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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang Tinjauan 

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peredaran, dan Penjualan Minuman 

Beralkohol Dalam Peraturan Menteri Perdangangan No.06/M- DAG/PER/1/2015 

(Studi Kasus Kelurahan Pasar Kotanopan, Kecamatan Kotanopan) dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/1/2015, 

terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang peredaran minuman beralkoho 

di Indonesia. Serta sangatlah menunjang dalam menyelamatkan 

masyarakat dan generasi penerus serta menekan penyebarluasan minuman 

beralkohol yang memicu angka kriminalitas yang sangat tinggi. Namun 

sayangnya peraturan tersebut masih terdapat kelemahan yaitu memberikan 

ruang dalam akses mendapatkan minuman beralkohol dengan 

diperbolehkannya penjualan di tempat-tempat tertentu seperti Supermarket 

dan Hypermarket dan penegakan hukum terhadap peredaran minuman 

keras, dapat dikatakan hanya sebatas kata-kata dikarenakan peran serta 

aparat penegak hukum dirasakan kurang tegas dalam menindaki berbagai 

bentuk pelanggaran tersebut. 

2. Tinjauan ekonomi syariah terhadap pengaturan peredaran minuman 

beralkohol dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-

DAG/PER/2015 jelas tidak sesuai dengan konsep syariah, sebab syarat 
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jual beli yang menyangkut pada objek jual beli yaitu barang harus suci dan 

bukan merupakan barang najis/ haram. Nabi Muhammad SAW dan para 

ulama sepakat melarang jual beli khamr (minuman beralkohol) karena 

sesuatu yang haram diminum maka haram pula dijual. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdangangan No.06/M- 

DAG/PER/1/2015 tentang peredaran, dan penjualan minuman beralkohol 

dapat mempersempit penjualan minuman beralkohol.  

2. Untuk pengusaha atau perusahaan yang terlibat langsung dalam bisnis 

minuman beralkohol untuk menekan dan bahkan tidak lagi memproduksi 

minuman beralkohol karena secara hukum maupun agama peredaran 

minuman beralkohol adalah komoditas yang dilarang. 

3. Kepada masyarakat diharapkan dapat turut serta dalam pengawasan dan 

pengendalian penjualan minuman beralkohol apalagi telah dikeluarkannya 

peraturan tentang perubahan pengendalian jual beli minuman beralkohol. 

4. Bagi pemerintah, agar aturan ini dapat diatur melalui undang-undang yang 

melarang dan berlaku kepada seluruh elemen masyarakat. 
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